
Dipindai dengan CamScanner

Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Le b. m aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 T b, am ahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tah
un 2013 ten tang

Pembentukan Kabu t Kpa en onawe Kepulauan di P . .1 r0Vll1S1

1. Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945',

2. Undang-Undang Nornor 33

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubah an Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian

dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tabun
Anggaran 2021;

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR n....TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETJAP DESA YANG

BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

aUPATl I\.ONAWE I EPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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tentang20145. Undan -Undang Nomor 23 Tahun
N a RepublikP rnerintahan Daerah (Lembaran egar

Indonesia Tahun 201 Nemer 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali erakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang

Cipta I erja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Vndang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292j, Tambahan
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang

Peraturan Pe1aksanaan Undang-UndangNomor 6 tahun
2014 tentang desa sebagaimana telah diu bah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Vndang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 6321);'

8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2{)lB Nomor 611);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang

N Republik
1"t'11 ,.. ra (mbnrAn garauI Wt ~ I a~

N rnor 84 TntnbnhnnLembaran
In nc ...i Tnhun
C t R pnbliklnd n in NomorS41S)'

Unonng- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
4. {L rnl r. n N ~ fit R publik Indon sia Tahun 2014

Nomor 7 Tambnhnn Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5495):
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
1O.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo~1119 Tabun 2019

tentang Pemotongan, Penyetoran, dan P.embayaran luran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1802);
l1.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021

(Berita Negara ·Republik indonesia Tahun 2020 Nornor

1035);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor

2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tabun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor

I ':rahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
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Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawc Kepu)auan.

3. Bupati adaJah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerin tahan di

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelirnpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;

U. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas, dan kewajiban untuk menyeIenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas
dan disepakati bersama oIeh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

II8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lam,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui

BABI

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:
N 'I' KNIPERATURAN BUPATJ TENTANG PEDOMA •

PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETA A~

BESARAN ALOKASJ DANA DESJ\ UNTUK SETIAP DE
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2021.

Menetapkan

-4-
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Pasal2
Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD

setiap tahun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
SUMBER ALOKASI DANA DESA

Kesa uan R publik
dan dihormati dalam sistern pemerintahan Negara

Indonesia. merintahan dan
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pe. ah Negara

9. . t pemennt· an. arakat setempat dalarn SlS emkepentmgan masy
Kesatuan Republik Indonesia. 1 .

di b t dengan nama run
10 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang ise u
. P merintahan Oesa.
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara e h

. tn disingkat BPD adala
11.Badan Pennusyawaratan Desa yang selanju ya

I . d lam penyc1enggaraan
Iembaga yang merupakan perwujudan demo crasi a

. 1 Pemerintah Desa.pemerintah desa sebagai un sur penye enggaraan
d yang dibuat12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-perun angan

oleh BPD bersama kepala desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, se1anjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah

bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran yang

sarna setiap Desa.
15.AIokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP

merupakan bagian dar ADD yang dialokasikan kepada desa dengan

besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel-variabel yang
ditetapkan.

16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJMDes adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam kurun
waktu selama 6 (enam) tahun kedepan.

17.Rencana ketja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes

rnerupakan Reneana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan]
desa sebagai Penjabaran dari RPJMDes

- 5 -
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Pasal5

(1) Perhitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot
masing-masing desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas keIja
perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

(2)Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalihkan nilai koefisien
sebagaimana -dimaksu-d pada -ayat {II -dengan pagu ADD untuk alokaai
secara proporsional atau 1% (satu perseratus) dari pagu ADDkabupaten.

tk ADD yang ditetapkan(1) Setiap tahun pemerintah desa mendapa an

berdasarkan Jumlah ADD minimal, ADD Proporsional dan ADD Khusus,
menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan Indikator-Indikator
yang ditetapkan.

(2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan perhitungan:

a. Untuk ADD sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari

Pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam kabupaten; dan

b. Untuk ADD Proporsional sebesar 1% (satu persen per seratus) dari pagu
ADD kabupaten dibagi berdasarkan bobot jumlah Dusun -setiap Desa.

Pasa14

BAS III
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Dana Alokasi Khusus. memenuhi untuk
daerah belum

(3) Dalam hal kemampuan keuangan luh persen)
ADD sebesar 10% (sepu

mengalokasikan anggaran . IIADD dilakukan
t (2) pengalokaSlkansebagaimana dimaksud pada aya ,

.secara bertahap,

. an' keuangan yang. dana Penmbang
(1) Sumber ADD berasal dari bagtan Ke ulauan dalam APBD st;telah

. . ah Kabupaten J{onawe Pditenma Pemennt

di kurangi Dana AlokasKhusus diroaksud pada ayat til paling
AOD sebagaimana yang12) Pengalokasian dana d . Dana perimbangan .

( 1 h persen) an
sedikit sebesar 10% sepu u 1 setelah dikurangt

Konawe Kepu auanditerima Pemerintah Kabupaten

Pasal 3
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Pasal8

{I}Bantuan ADD yang telah di tetapkan dalarn APBD Kabupaten disalurkan
oleh pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap Desa

berdasarkan nilai bobot Desa sebagaimana diatur dalarn Pasal 4 sampai
dengan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

(2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam

peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten
ditetapkan.

{3)Penyaiuran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan til
dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)Tahap pencairan ADDdilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan
sebagai beriku t:

a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 500/0 (lima puluh perseratus) dari
total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tah .un anggaran berialan
seseuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD; dan

h. Tahap II (kedua] paling banyak sebesar 50O/CJ11.. 0 \llma puluh pen~eratus)
apabila Kepala Desa menyampaikan 1. "aporan realisasi sebesar minimal
80% (delapan puluh perseratus) dati . .

. anggaran telah drrealisasikan pad a
tahun berjalan.

BABlV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 7
Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada tahun anggaran

berjalan , Penetapan besaran ADDbagi setiap desa diperhitungan berdasarkan
· if .: tambahanketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal f dari besamya n at

pagu anggaran Kabupaten.

Pasal6

Pengalokasikan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa ("PD) untuk setiap
. 2021 b aimana dimaksudDesa di kabupaten Konawe 1epulauan Anggaran se ag

dalam pasal 5 tercanturn dalarn Iarnpiran II peraturan ini,

- 7 -
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Rencana Ketja Pemerintah Desa.

(3)Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes seb' di
agaimana lmaksud

pada ayat (2), Kepala desa menetapkan Peraturan K al Dep a esa tentang

PasaJ 12

(1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif
disusun melalui musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD,
LPMD dan tokoh agama/masyarakat. II

(2)Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan
dalam Peraturan Des ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasa] 11
Proses dan Mekanisme pengadaan Barang/jasa yang dananya bersumber dari
ADD, diJakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

P 18'11 10

(l) P ngelolaan Alokasi Dana Desa mcrupakan satu kesatuan dengan

p n elolaan keuangan dcsa m lalui API30es.

(2)Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan tata earn Pengadaan barang/ja a di desa yang dananya bersumber
dad ADD adalah sesuai dengan ketentuan pernturan perundang-Undangan
yang berlaku.

Af V

pr~Na EL LAJ\N

I'm.

Plwnl )

(1) ADO disnlurknn oleh Porn -rlrunh I nbupnten rwpndll c In.
) Penynlurnn A I scbngnimnn« dimnkuurl pneln nynt (1) dilnkukan den zan

earn p n indnhl ukunn dod l~ .J( ning f(os Umum Dacrab kc R kcning Kas

- B -
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Pasa115

(1)Ketentuan pengalokasikan ADDuntuk penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagaimanadirnaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a,
menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. besaran Penghasilantetap Kepala Desa diberikan paling tinggi -sebesar
Rp3.000.000,OO (tigajuta rupiah);

b. besaran Penghasilan tetap Sekretaris Desa nonPNS diberikan paling
tinggi Rp2.300.000,OO (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan

c. besaran Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.

(2)Penghasilan tetap sebagaimana yang di maksud pada ayat (I), di wajibkan
untuk dikenakan luran BPJS Keseharan sebeser 1 Dio (satu persen],

(3)Ketentuan pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan

Sekretaris Desa Sebagaimana dimaksud dalarn pasaJ 14 ayat (2),
disesuaikan kemampuan Dana yang bersumber dan ADDdan PADes.

Pasal 14
(1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes

yang telah ditetapkan sebelumnya.
i2} Penggunaan ADD clalarn APBDes sebagairnana dfmakmld pada ayat ii}

mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa;

b. Biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

c. Biaya kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;

d. Biaya kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
e. Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

{3j Uraian lebih lanjut untuk Penggunaan ADD -sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

II

Pasal 13
Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9 -
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secara fisik dan
administrasi Penggunaan ADD . dsesuai engan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban

APBDes,sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban
APBDes.

(2)Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban

Pasal 18

Pasal 17

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil dan formil adalah Kepala
Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh kaur keuangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORANDAN PENGAWASAN

Pasa116
(1)ADDyang digunakan untuk penye]enggaraan pemerintahan desa setelah

dikurangi untuk biaya penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang di

arahkan untuk menunjang:
a. Operasional Pemerintah Desa, .Penyelenggaraan Bemerintah Desa, yang

digunakan untuk menunjang kegjatan-kegiatan Pemerintah Desa: dan

b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
(2)ADDyang "digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan Kemasyakatan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah di kuratrlgi untuk Biaya
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
a. perbaikarr/pembangunan sarana dan Prasarana fisik desa atau fasilitas

umum desa Iainnya;
b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainya yang dianggap

penting;dan
c. mendukung program-program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan

melalui ADD adalah sebagaimaoa tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupatiini.

- 10-
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,/

PasaJ 20
(1)Pengawasan pengelolaan ADDrneliputi:

a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe
Kepulauan;

b. pengawasan teknis /fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat; dan

c. pengawasan Opel asional yang dilakukan oleh masyarakat rnelahri BPD.
(2)Teknis Pengawasan Pengelo1aanADD sebagairnana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Iampiran I peraturan ini.

Pasal 19

(1) Bentuk Pelaporan ADDadalah sebagai berikut:

s. laporan bulanan, yakni Laporan pertanggungjawaban yang dibuat
secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan

APBDesyang telah .dilaksanakan .olehKaur Keuangan Desa.
b. laporan Triwulan, Yakni Laporan yang dibuat secara rutin sesuai

tahapan Pencairan berdasarkan angaran kas untuk ADD yang oleh
Pernerintah Desa;

c. laporan Semester, yakni laporan yang dibuat seeara rutin sesuai tahapan
pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh

Pemerintah Desa; dan
d. Iaporan .akhir, yakni laporan Penggunaan ADD yang meneakap

perkembangan, pelaksanan dan penyerapan dana, masalah yang

dihadapi serta rekomendasi penyelesaian pennasalahan ADD;
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanankan

secara betjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada

BPD, dan diteruskan Kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi pemerintahan desa paling lambat tanggal 15

Bulan berikutnya.

- 11 -
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Pasal22
(1)Apabila sampai dengan berakhirya tahun anggaran, ADD yang telah

disalurkan kepada Pemerintah Desa terlmbat dipertanggungjawaban,

Bupati dapat memberikan sanksi kepada desa yang bersangkutan berupa

pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya, dan Ilakan diberikan
kepada desa yang berprestasi.

(2)Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah

disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bupati
melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus
kepada Desa,

(3)Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat
indikasi penyimpangan atau menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara,
Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasa121
(1)Apabila desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

pasal 19 ayat (2) maka Bupati dapat menunda Pencairan sampai Japoran

tersebut diterima.

(2)Apabila sampai dengan berakhimya tah un anggaran Alokasi Dana Desa

yang telah disalurkan kepada Pemerintah desa teroapa{ .sisa lebih
perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi

kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA,

(3)SiLPAyang tidak wajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (I}, apabila desa

terdapat SiLPAakhir tahun anggaran diatas 10% dari Pagu ADD
(4)SiLPAyang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas Penggunaan ADD,

Pedeman umum atau Pedoman teknis kegiatan: dan
b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposita lebih dati 1 (satu) bulan;

(5)Pengurangan ADD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

Pengurangan ADD untuk Desa pada Tahuh Anggaran berikutnya.

BABIX
SANKSI

- 12 -



Dipindai dengan CamScanner

TAKDIR, SH.
NIP. 19840906 200903 1 006

Diundangkan di Langara
pada tanggal,Januari 2021

Pasal24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar-setiap orang mengetahui, Mernerintahkan 'pengudangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan.

BABX

l{ 'T~NTUAN PENUTUP

Pasa123

PadA saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe

Kepulauan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis Pengelo.laan, Tata

nra P mbagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2020 beserta Perubahannya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- 13 -
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A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN

KONAWE KEPULAUAN.

1. PENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memikiki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul danjatau hak

tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berkembangnya paracligma l'emheroayaan ma-syarakat

memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi
berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai

kebijakan. Disis lain masyarakat tidak lagi hanya di tempatkan
sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan

dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan
masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual
dan .sosial -sehingga memiliki kernampuan ekonomi, 'Sosial budaya

maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani.
Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang

harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula
pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh

Pemerintah Desa. Sehubungan dengan diatas, maka perlu untuk
memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR .JZ TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN,
TATACARA PEMBAGlAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOI<ASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHKABUPATEN KONA1E KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021 I
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Tujuan Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Konawe Kepulauan dalam rangka untuk :

a. menunjang penyelenggaran Pemerintah desa;

b. menaggulangi kemiskinan dan mengurangi keseisngan sosia1;

c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

d. meningkatkan Pembangunan infrastruktur perdesaan;

e. meningkatkan pengamalam nilai-nilai keagamaan, sosial budaa
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; II

f. menmgkatkan ketentrarnan dan ketertiban';

g. meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan
kegiatan so sial dan ekonomi masyarakat;

m nunj ng P ny I n nr on P rn irintnhan D sn dan P mbcrdnyoon
Mfl~vaknrat es .

Besarnvn jurnlah p nduduk Kabupat n I onawe Kepulaunn
yan b rternpat tin Al di d ..a d ngan bcrbagai permasalahnya,

III mbcrik n ini intif dan inovasi bagi pemerintah Kabupaten
Konaw Kepul uan untuk m n ernbangkannya kearah yang lebih

baik. Hal ini salah satun 'a didorong oleh faktor ketertinggalan desa

dalam kaitann 'R dengan kualitas umber daj a manusia dan saran a

dan prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih

jauh hal ters bu t tidak terlepas dari keterbatasan dana

pernbangunan ang dialokasikan kepada desa.

Berdasarkan permasalahan-pennasalahan tersebut, dam
sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nornor 6 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Konawe

Kepulauan rnengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam

bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud
Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari

Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai.

1.3. Tujuan

- 1 -
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III. MEKANISMEPENGELOLMN ALOKASI DANADESA

3.1. Perencanaan ADD
Tahap perencanaan Penggunaan ADD didahului dengan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa {Musrenbangdes]
dengan melibatkan BPD, LPMD,dan tokoh masyarakat lainnya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penggunaan Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Kepulauan.
a. meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat

desa dalam rnelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk
memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai

kewenangan desa dengan poIa partisipatif;
b. meningkatnya sarana dan prasarana fisik (Infrastuktur) desa;

c. meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam
melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul ada istiadat

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa {ADD) ~ilaksanankan dengan prinsip

keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban

kepada pu blik.
II. PENGELOLAALOKASI DANADESA (ADD)

Dalam rangka menjarninpelaksanaan programAlobsi Dana Desa
(ADD) agar tepat, sasaran, pengelolaan ADD merupak satu kesatuan

dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
Sedangkan 'rata earn. pengelolaan keuangan desa dan tata cara

pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lembaga-lem bagafungsidani. meningkatkan peran

kemasyarakatan desa;

j. menunjang program kegiatan pemerintah, Pemerintah pr.opinsi

dan Pemerintah Kabupaten.

h. mendorong peningka kan kc wadayaan dun gotong royong

masyarakat;

- 16 -
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Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rcncana Kegiatan

Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuj pada RPJMDes untuk

dibahas dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan .Rencana

Pengalokasian Dana ADD wajib dituangkan dalam APBDes tahun

berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan

Lembaga-Iembaga Kemasyarakatan yang ada didesa, antara lain:
a. rneneosialisasikan program-programpemberdayaan masyarakat

yang d~encanakan oleh desa melalui Forum tinpk~t dusun dan

pembenan besaran ADD untuk Tahun Anggaran ~elJa1an;
b. melaksanakan Musyawarah Rencana Perobangunan Desa

(Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholder yang ada desa

(diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan Lembaga kemasyarakatan

lainnya);
e. berdasarkan ha'sii musrenbangdes,BPD menyelenggarakan

musyawarah desa guna merumuskan Program prioritas Program
kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa untuk
menyusun RKPDes yang di tuangkan dalam rancangkan

Peraturan Desa ten tang RKPDes;
d. berdasarkan RKPDes dimaksud, Kepala Desa menyusun

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang akan

disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi

Peraturan Desa tentang APBDes;
e. berdasarkan APBDes, Kepala Desa menyusun Rencana

Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik

f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan
Kepala Desa tentang T-imPengelola Kegiatan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemeriksa Barang/ Jasa, Pengurus dan Penyimpan

- 17 -
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Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksanaan Teknis
Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui
mekasnisme sebagai ·berikut : II

a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan

dan harus dipertanggunjawabkan baik secara teknis dan
administrasi;

b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan

Keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe
Kepulauan;

c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan yang bersifat
Fisik

d. Kepala Desa menyampaikan RPD di maksud Kepada Camat

untuk dilakukan Verifikasi jPenelitian Kesesuaian Pengajuan
anggaran dengan APBDes, standar Harga, Harga satuan barang
Kelayakan bangunan fisik dengan dana yang di alokasikan,

e. Kepala Desa Mengusulkan surat pennohonan pencairan dana

ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)diketahui Camat
dan Apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap

dan benar, berkas permohonan pencairan telah dinyatakan

lengkap dan benar, berkas permohonan pencairannya pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah {BRAD).

f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)yang membidangi bantuna

Keuangan Desa, memberikan tanda terima penyampaian
persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
- RPJM Desa;

- RKP Desa;
- APBDesa; dan

- RPD Desa;

Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk
pencairan Tahap Idan II )

- 18 -
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g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan

dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahap I, Persyaratan yang harus di cukupi antara lain :
a) Dokurnen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi

APBDes tahun sebelumnya.
b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi], RKPDes dan

APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
c) Dokumen LPPD

d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Prom Des tahun
sebelumnya

e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan

pembangunan berikut gambar dan analisa biaya yang

berlaku dan Fhoto 0% (apabila ada kegiatan);
2) Tahap II, persyaratan yang hams dipenuhi adalah sebagru

berikut:

a) Surat permohonan pencairan dana ADDTahap I
b) Laporan penyeraan dan Pemanfaatan dana ADD telah

mencapai 80% (deJapan puluh perseratus) dari dana yang

telah direalisasikan,
c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan Tahap I Oleh

Camat
d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan

fungsi Pemerintah Desa

3.4. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)
Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala

Desa dan Perangkat Desa, dalam rnenunjang peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan,

Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Batasan maksimal besarnya Dana ADD yanF dipergunakan

untuk mendukung kegiatan lainnya. I

Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) setelah sisa ADD

setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan perangkat
desa tersebut {fipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 19 -
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b. Belanja Penggadaan;
c. Belanja Cetak;

d. Belanja surat kabar dan publikasi desa;
e. Belanja Makanan minuman rapat/Mueyawarah desa;

f. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 1an
g. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

3. Belanja Insentif BPD Rp. 31.200.000

a. Ketua Rp. 600.000 Perbulan
b. Wakil Ketua Rp. 500.000 Perbulan

c. Sekretaris Rp. 500.000 Perbulan

d. Anggota12Orang) Masing-rnasing Rp. 500;000 Perbulan

3.5.2. Pembinaan Kemasyarakat
_ Operasional TP-PKKmaksimal sebesar Rp. 5.000.000

3.5.3. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan antara lain
1. Operasional LPMmaksimal sebesar Rp. 5.000.000

2. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainya yang dianggap
penting sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

3.5. Rin ian P n alol<asinn A D
Ourm rn njnmin t .

rtih uclmjnj~trasi dnn pcngcJolaan
anggaran s cam rind p 'ngalokn I' n dana ADDdapat dipcrgunakan
untuk:

3.5.1. PcnyeJeng araan Peme . t h D ..nn a esa,MelipuU
1. P nghasilnn T t J(c ap cpala Desa dan Perangkat Desa.

a. Kepala sa Rp. 3.000.000 Perbulan

b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.300.000 Perbulan

c. Iepala Urus n Rp.2.025.000 Perbulan

d. KepaJa Seksi Rp. 2.025.000 Perbulan

e. Kepala Dusun Rp. 2.025.000 Perbulan

f. Staf Rp. 750:000 perbulan

2. Operasional Pemerintahan desa maksimal Rp. 25.000.000,

/Tahun dengan Penggunaan sebagai berikut:
a. Belanja Alat Tulis Kantor',

.. 20 ..
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1. K Ciat n yang telah dir np.f~nrknn dnlnrn orgnni WI i PcrnnekDt

D so. dacrah uu upun P ograrn lainyt tidak dip(:rk ·nankan

dianggarkan dalnrn AI ka i ana 'Uu;

2. Dalam h I d na A dip rgunakan untuk be) ni harang atau

j [rniaalanya : P rnb Ii" n Alat ulis k ..ntor, p, ralatan .dan lain
sebagainya) wajih mempcrht ik, n besaran pungu n paj' k (PPn

atau PPh) yang harus dipungut oleh qendahara desa

berdasarkan peraturan p rundang-undangan yang bcrlaku
3. Pengaloka ian b ] nja wajih mcmpcrhatikan standar barang dan

harga satuan barang kcbu uh n yang djtetapy~ Bupati.

4. Kaur kcuangan Desa melaksanakan tugas ,Ikebendaharaan
berkewajiban untuk membukukan eetiap penerimaan dan
pengeluaran k uangan s uai den an ketentuan peraturan

peruridang-undangan yang berlaku
5. Kaur keuangan desa melaksanakan tugas kebendaharaan

melakukan pencatatan pada buku kas umum dan menutup

setiap akhir bulan dengan saldo maksirnal Rp. 10.000.000 Kas di

bendahara.
3.'6. Pelaksanaan ADD

3.6. 1. Pola Pelakaanaan
Pelaksanaan Kcgiatan-Kcgiatan sebagaimana yang ditetapkan
dalarn rencana penggunaan Dana (RPD)yang bersumber dati

ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa selaku
pcnanggung Jawab peng lolaan keuangan yang ada di desa.

Pola Pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

a. Pencairan Dana ADD yang telah di transfer ke rekening

Desa di pergunakan sesuai LPD ( Rencana Penggunaan

Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk
pen zeluaran sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang ber1aku.

b. Pcncairan Dana ADD yang di pcrgunakan untuk be1anja
penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa
dibayarkan -setiap Tahap sesuai dengan alur kas desa

c. Untuk Pelaksanaan Kegiatan ADD baik infrastruktur
maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan
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.1

barang/jasa wajib berpedoman pada peraturan Bupati

tentang pengadaan barang/jasa di desa; .1

Ketentuan yang harus di penuhi terkait dengan kegiatanADD

yang bersifat fisik (Pembangunan Infrastruktur) harus

rnemperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Insfrastruktur yang dibangun adalah Insfrastruktur

perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan

rencana anggaran biaya (RAB) serta gambar penampang

yang ditetapkan sebelumnya.

2) Masyarakat Desa setempat harus mendapat prioritas

untuk turut berkerja dalam pelaksanaan kegiatan

terutama bagi pencluduk rniskin;

d. Bendahara desa setiap bulan meIaporkan pertanggung
jawaban penggunaan dana ADD kepada kepala Desa

dengan melampirkan buku kas umum dan buku pembantu
per kegiatan disertai dengan buku Pajak serta Dokumen
lainya;

e. Dana ADD yang tidak dapat di realisasikan dan
dipertanggung jawabkan sampa:i dengan berakhirnya

tahun anggaran berjalan atau terdapat sisa lebih
perhitungan Anggaran (SiLPA),

wajib dilaporkan kepada Bupati mela1ui Camat paling

Lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran

berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD
Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam

rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian Pelaksanaan ADD dilakukan

dengan rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Tujuan dilakukan pengendalian -adalah untuk

menjamin -setiap proses pelaksanaan ADDmemHiki kesesuain

dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan

efektifitas serta efisiensi anggaran akuntabel

- 22 -



Dipindai dengan CamScanner

2. Pelaporan
Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai

berikut:
a. Laporan Pertahap yakni laporan mengenai

pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap per
tahap disampaikan kepada Bupati { Laporan Berbasis
Aplikasi SISKEUDES)

Aparat Pengawas Fungsional.

c. Pengawasan Operasional dil kukan o1ch masyarakat
melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan

pengelolaan dilaksanakan antara lain :

a. Proses perencanaan penggunaan ADD;

b. Proses Pencairan dana ADDdan Pengunaannya;

c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana

ADD terkait dengan jadwal, efisiesi, kelayakan

pembiyaan , dan tertib Administrasi, pembukuan

penge]olaan dana ADD

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan

ADD pada tingkat Desa, -sedapat mungkin diselesaikan

oleh carnat dengan ketentuan

a. Melaporkam setiap permasalahan yang ada kepada

Bupati melalui SKPD teknis;

b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya

penyimpangan

atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan

pemeriksaan sesuai dengan tata cam yang berlaku oleh

I. en nwns n

Pola p ng wn an t rhadnp p n elol on ADD dilakukan
01 h:

a. P ngawasan fUngsional dilakukan oleh Insfektorat

Kabupaten Konaw K pulauan;

b. Pengawa an T knis atau fisik dan administratif

dilakukan oleh Camat·,
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jawaban AP hiu PO h ntuk p .rtang ungjnwnbnnnyn

adalah pertnnggut1 iawaban p lalcsanaan APBDcs y ng
berba is Aplikn iS£SKEUD •

P nanggun iawab Op ra ional P ngelolaan ADD

Secara keseluruhan adalah kepala Desai Bentuk dan tata cara
pertanggung jawan cara administratif dilal<ukan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.
IV.PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis PengelolaanAlokasi Dana D<fa di Kabupaten

Konawe Kepulauan, agar di pergunakan secara pedoman dalarn
pelaksanaan bantu an AlokasiDana Desa (ADD).

m mbid n Y1 r 'l1l'rintnhnn

.6.3. P rtan un jnw ban

ung jawnbnn t rint grn i d '11 rn perlnn gun 1

h. Lnpnr(\l\ HI hir 1'(' ,(iww' AI t diwHupniJ<Iltt 1{(:PIlc1H

JUt ui pnlil)~ lnml nt hulnn jnnunr! tnhun """"U,.III)
ueriklltnYH.

n~ ruupntru: lnpornu ~(.hl\pnlmnnn h 'f'''<lIt cJlnlrw
dil~l'snnnnh,n He om U('l:it'njnnp. ) ,it u I' 'P In I 'HH k 'plldH

Cnmnt untuk dilnj rkun kcpndu nupaH M .lnlul KPOynnp
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